BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

bahwa Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung, telah diatur dan ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun
2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di
Lingkungan  Pemerintah =~ Kabupaten @ Bandung
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan
Angka Kreditnya dan dalam rangka menunjang
pengembangan karier serta peningkatan kualitas
profesionalisme  jabatan fungsional pengawas
Lingkungan Hidup, maka ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan
disesuaikan;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28
Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-pokok  Kepegawaian (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4024) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4026) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4026);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pelatihan dan Pendidikan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;

Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09
Tahun 2012 dan Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka
Kreditnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 22);



Menetapkan

20. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 55);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6);

24. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2008 Nomor 7);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008
tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28
Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012
Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.



Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 28
Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28) yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008
tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran yang semula mencantumkan 60
jenis jabatan fungsional, diubah dengan menambahkan
Nomor 61, dengan jenis jabatan fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga Pasal 11A
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam :

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008
tentang  Penetapan Jabatan  Fungsional Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28);

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan
Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2010 Nomor 52); dan

c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan
Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor 28).

dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI BANDUNG
ttd
DADANG M. NASER
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

Ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Madya
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 37






